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TINJAUAN YURIDIS ATAS AHLI WARIS 
PENGGANTI DALAM HUKUM WARIS  
 
Muhammad Amin Hamid, SH.MH1 
 
Abstrak : Sistem Ahli Waris Pengganti menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata terjadi apabila seorang ahli waris terlebih dahulu 
meninggal dunia dari pewaris sehingga anak dari ahli waris yang 
meninggal berhak untuk menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk 
memperoleh harta warisan kakeknya dalam artian ia menerima hak 
mewarisi bila orang yang menghubungkan kepada pewaris yang sudah 
tidak ada. ahli waris pengganti dengan orang yang digantikan harus 
mempunyai hubungan pertalian darah yang sah juga kepada pewarisnya. 
bagian yang akan diterima ahli waris pengganti sama dengan bagian yang 
seharusnya diperoleh ahli waris yang menggantikannya, bagian ahli waris 
pengganti laki-laki sama dengan bagian yang diperoleh ahli waris 
pengganti perempuan dan dalam hal pergantian menurut Hukum Perdata 
hanya penggantian ahli waris dalam garis lurus kebawah dan garis 
menyimpang.  
 
Kata Kunci : Ahli Waris, Pengganti, Hukum Waris 
 
PENDAHULUAN 
Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dijadikan 
atas jenis kelamin pria dan wanita. sesuai dengan kodratnya, mereka 
hidup berpasang-pasangaan antara pria dan wanita sehingga hubungan 
hidup tersebut terikat dalam tali perkawinan yang kemudian melahirkan 
anak sehingga terbentuklah unit masyarakat terkecil yang disebut 
keluarga. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah subjek 
pelaku dan menjadi penggerak kehidupan masyarakat karena berfungsi 
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sebagai pendukung hak dan kewajiban. sebagai mahluk sosial, manusia 
mempunyai kebutuhan, kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila 
dilakukan dengan usaha daan kerja keras dengan mengadakan hubungan 
antara yang satu dengan yang lainnya.  
Keberhasilan dalam usaha kehidupan adalah harta kekayaan yang 
mereka miliki sehingga kelangsungan hidup keluarga dapat terjamin. 
Didalam melangsungkan kehidupan ini, setiap manusia selalu 
membutuhkan kehadiran orang lain baik secara langsung maupun secara 
tidak langsung, rasa ketergantungan dan saling membutuhkan ini 
menyebabkan manusia hidup bermasyarakat dan dalam kehidupan 
bermasyarakat inilah akan timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
seseorang, yang mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut tidak 
akan lenyap begitu saja dengan meninggalnya orang tersebut, hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia 
dapat beralih kepada orang-orang yang ditinggalkannya. namun, untuk 
mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diperlukan suatu 
pengaturan hukum yang disebut hukum kewarisan. 
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata 
secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum 
kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup 
kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami 
peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang 
selanjutnya akan timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian 
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seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan 
kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal 
dunia tersebut.2  
Hukum waris perdata sangat erat hubungannya dengan hukum 
keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula 
sistem hukum waris seperti dari segi kekeluargaan, sistem kewarisan, 
wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. 
Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem 
kekeluargaan yang bilateral dan parental yaitu sistem yang melacak 
keturunan seseorang baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri, dan 
sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem 
secara individual dimana ahli waris mewarisi secara individu atau sendiri-
sendiri dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan 
dimana hak mewarisinya sama. Apabila seseorang meninggal dunia maka 
demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewaajibannya beralih kepada 
ahli warisnya sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam 
lapangan hukum harta kekayaan atau hak dan kewajiban yang dapat 
dinilai dengan uang. Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai 
hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya dan 
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ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang 
bersifat mengatur.3 
Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai 
akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. meskipun 
didalam hukum waris perdata terdapat unsur paksaan, namun posisi 
hukum waris perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata yang 
bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekwensi dari hukum waris 
perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur 
adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia 
masih hidup adalah kewenangannya, namun apabila pelaksanaan 
kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-
Undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi 
terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.  
Permasalahan waris merupakan salah satu aspek penting dalam 
bidang hukum perdata khususnya dalam kelangsungan atau pemindahan 
kepemilikan harta benda orang perorangan. Waris sekaligus merupakan 
salah satu dasar atas hak kepemilikan suatu benda. dengan demikian, 
pemahaman tentang tentang waris relative menjadi suatu keharusan bagi 
setiap orang.   
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan 
penelitian terhadap hal-hal yang menyangkut tentang waris dan orang 
yang menjadi ahli  waris dari sipewaris, sehingga hal ini yang membuat 
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penulis berkeinginan untu mengangkat permasalahan tersebut sebagai 
bahan penelitian dengan menganalisis sistem Ahli Waris Pengganti 
menurut Hukum Kewarisan KUH Perdata. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 Pengertian Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata. 
Hukum waris diatur di dalam Buku II KUH Perdata, jumlah pasal 
yang mengatur hukum waaris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari Pasal 
830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata. Disamping 
itu, hukum waris juga diatur di dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1991. Didalam KUH Perdata tidak ditemukan pengertian hukum waris, 
tetapi yang ada hanya berbagai konsep-konsep tetang pewarisan, orang 
yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan lain-lain. Berbeda di 
dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu didalam Instruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 1991 telah diatur dan dimasukkan pengertian Hukum waris pada 
Pasal 171 huruf a yang berbunyi “Hukum kewarisan adalah hukum yang 
mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan  harta peninggalaan 
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris 
dan berapa bagian masing-masing.” 
Seperti yang dikutip oleh Salim HS bahwa Menurut Volmar, Hukum 
waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi 
keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang mewariskaan 
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kepada warisnya.4 Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan 
harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Pendapat lain 
dikemukakan oleh Pitlo, bahwa “Hukum waris adalah kumpulan peraturan 
yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang 
yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan 
akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik 
dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam 
hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.5  
Pendapat Pitlo ini agak luas, karena didalam pemindahan kekayaan 
itu, tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris 
lainnya namun juga diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan 
pihak ketiga dimana hubungan dengan pihak ketiga ini berkaitan dengan 
masalah-masalah utang piutang pewaris pada saat masih hidup. Menurut 
Wiryono Prodjodikoro sebagaima dikutip oleh M.Idris Ramulyo bahwa 
Hukum waris adalah hukum-hukum ataau peraturan-peraturan yang 
mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan 
kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia 
akan bera;ih kepada orang lain yang masih hidup.6 
 
 
                                                             
4Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 
Yogyakarta, 2001. hlm.137 
5Ibid, hlm.138  
6M.Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan 
Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm.23  
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Orang Yang Berhak Menjadi Ahli Waris 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 
Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari 
pewaris. Ahli waris terdiri atas waris asli, waris karib, dan wariss sah. 
Waris asli adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan 
istri/suami dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat 
hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Sedangkan waris sah adalah 
ahli waris yang diakui dan/atau diatur menurut hukum undang-undang, 
hukum agama, atau hukum adat meliputi juga ahli waris asli, ahli waris 
karib, ahli waris wasiat, ahli waris pengganti, dan ahli waris Negara.7 
Berdasar pada konsep tersebut, ahli waris sah menurut hukum, 
agama dan adat dapat dirinci secara berurutan, yaitu : 
a. Ahli waris asli (sesungguhnya). 
Ahli waris asli (sesungguhnya) yang terdiri atas anak kandung dan 
istri/suami pewaris. Dikatakan asli karena berasal dari perkawinan 
suami istri dan anak keturunannya termasuk anak luar kawin, ahli 
waris wasiat, dan ahli waris pengganti. 
b. Ahli waris karib. 
Ahli waris karib yang dekat hubungan kekerabataannya dengan 
pewaris yang terdiri atas orang tua kandung, kakek/nenek, kakak/adik 
kandung, dan paman/bibi (garis lurus ke atas dan menyamping). 
c. Ahli waris lainnya. 
                                                             
7Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2010. hlm.211 
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Ahli waris lainnya jika urutan butir a dan b tidak ada, yaitu Negara. 
Ahli waris karena undang-undang ini diatur dalam Pasal 832 KUH 
Perdata dan Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 832 
KUH Perdata ditentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris. 
orang-orang yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang 
adalah : 
a. Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin; 
b. Suami atau isteri yang hidup terlama. 
Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam 
Pasal 852 KUH Perdata. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah 
anak atau sekalian keturunan mereka, baik anak sah maupun anak luar 
kawin. Menurut Pitlo berdasarkan interprestasinya membagi ahli waris 
menurut undang-undang menjadi empat golongan, yaitu : 
a. Golongan pertama, terdiri dari suami/isteri dan keturunannya; 
b. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan 
saudara; 
c. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya; 
d. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya 
dalam garis menyimpan sampai dengan derajat keenam.8    
 
Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya 
tidak mendapat apa-apa dari harta peninggalan pewaris. Apabila semua 
golongan ahli waris itu tidak ada, maka segala harta peninggalan dari si 
yang meninggal menjadi milik Negara. Negara wajib melunasi utang-utang 
dari si meninggal sepanjang harta untuk itu mencukupi. Intruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 1991 juga mengatur tentang orang-orang yang berhak 
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menjadi ahli waris. di dalam Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, ahli 
waris dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu : 
a. Menurut hubungan darah; 
b. Menurut hubungan perkawinan. 
Ahli waris Karena hubungan darah merupakan ahli waris yang 
timbul karena hubungan darah dibedakan menjadi dua golongan, yaitu 
golongan laki-laki dan perempuan.  
Golongan laki-laki ini terdiri dari : 
a. Ayah; 
b. Anak laki-laki saudara laki-laki; 
c. Paman; 
d. Kakek; 
Golongan perempuan terdiri dari : 
a. Ibu; 
b. Anak perempuan; 
c. Saudara perempuan; 
d. Nenek. 
 
Ahli waris karena hubungan perkawinan adalah ahli waris yang 
timbul karena adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan ahli 
waris. dimana yang termasuk ahli waris karena hubungan perkawinan 
adalah terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka 




d. Janda atau duda. 
 
Sebelum harta pewaris dibagi kepaada ahli waris, maka ada empat 
kewajiban ahli waris yang harus dilakukannya, yaitu : 
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a. Mengurus dan menyelesaikan sampaai pemakaman jenazah 
selesai; 
b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, 
perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun kewajiban 
untuk menagih piutang; 
c. Menyelesaikan wasiat pewaris; 
d. Membagikan harta warisan diantara ahli waris yang berhak 
secara adil.9    
 
Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan 
karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang 
dituangkannya dalam surat wasiat. Surat wasiat adalah suatu akta yang 
memuat pernyataan seseorang tentang apaa yang dikehendakinya akan  
terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali 
(Pasal 875 KUH Perdata). Bagian yang diterima oleh Ahli waris menurut 
KUH Perdata aang menganut prinsip bahwa warisan itu baru dapat 
dibagikan kepada ahli warisnya apabila pewaris telah meninggal dunia.  
Adapun besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris menurut 
KUH Perdata dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam adalah sebagai berikut :10 
a. Bagian keturunan dan suami-isteri.  
Pasal 852 KUH Perdata telah ditentukan bahwa orang yang 
pertama kali dipanggil oleh undang-undang ini untuk menerima 
warisan adalah anak dan suami atau isteri. bagian yang diterima oleh 
mereka adalah sama besar antara yang satu denga yang lainnya. 
Tidak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada 
                                                             
9Ibid, hlm.140-141  
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perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir 
berikutnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keturunan, suami 
atau isteri mendapat bagian yang sama besar di antara mereka. 
b. Bagian Bapak, Ibu, Saudara Laki-laki, dan Saudara Perempuan. 
Pasal 854 KUH Perdata mengatur secara tegas tentang hak bapak, 
ibu saudara laki-laki dan perempuan. Apabila pewaris tidak 
meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan bapak 
dan ibunya masih hidup, maka mereka (bapak dan ibu) mendapat 
bagian 1/3 dari warisan, sedangkan saudara laki-laki dan perempuan 
1/3 bagian. Dalam Pasal 855 KUH Perdata juga ditentukan bagian dari 
bapak atau ibu yang hidup terlama. Bagian mereka tergantung pada 
kuantitas dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pewaris. 
1) Apabila pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki dan 
seorang saudara perempuan, maka hak dari bapak dan ibu yang 
hidup terlama adalah 1/3 bagian; 
2) Apabila pewaris meninggalkan dua orang atau saudara laki-laki dan 
perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup 
terlama adalah 1/3 bagian; 
3)   Apabila pewaris meninggalkan lebih dari dua saudara laki-laki 
daan saudara perempuan, maka yang menjadi hak daari bapak 
atau ibu yang hidup terlama adalah 1/4 bagian. 
c.  Bagian Anak Luar Kawin. 
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Pada dasarnya hak anak luar kawin yang diakui sah oleh bapak 
atau ibunya adalah tidak sama dengan anak sah. Hak anak luar kawin 
yang diakui sah diatur dalam Pasaal 862 KUH Perdata. 
1) Jika yang meninggal, meninggalkan keturunan yang sah atau 
seorang suami atau isteri maka bagian dari anak luar kawin adalah 
1/3 bagian dari yang sedianya diterima, seandainya mereka anak 
yang sah (Pasal 863 KUH Perdata); 
2) Jika pewaris tak meninggalkan keturunan maupun suami atau 
isteri, akan tetapi meninggalkan keluarga sederajat dalam gaaris 
keatas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan 
mereka, maka anak luar kawin mendapat 1/2 bagian dari warisan 
(Pasal 863 KUH Perdata); 
3) Jika pewaris hanya meninggalkan sanak saudara dalam derajat 
yang lebih jauh, maka bagian dari anak luar kawin adalah 3/4 
bagian (Pasal 863 KUH Perdata); 
4) Jika pewaris tidak meninggalkan pewaris lainnya, maka anak luar 
kawin mendapat seluruh warisan (Pasal 865 KUH Perdata). 
5) Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut meninggal dunia 
dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang 
mengizinkan pewarisan maupun suami atau isteri yang hidup 
terlama, maka anak luar kawin berhak untuk menuntut seluruh 
warisan dengan mengesampingkan Negara (Pasal 873 KUH 
Perdata). 
 
Tinjauan Yuridis Atas Ahli Waris…..  Muhammad Amin Hamid 
 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 4 NOMOR 2, JULI 2014 177 
 
d. Anak Zina. 
Anak zina pada dasarnya tidak mendapat warisan dari pewaris, 
tetapi anak zina hanya berhak untuk mendapatkan nafkah 
seperlunyaa. Nafkah diatur selaras dengan kemampuan bapak atau 
ibunya, dan dikaitkan dengan jumlah dan keadaan para ahli waris yang 
sah. Ahli waris tidak hanya berhak atas harta peninggalan atau harta 
warisan pewaris, tetapi juga berkewajiban menyelesaikan utang-utang 
dan wasiatnya. Sebelum harta peninggalan atau harta warisan dibagi, 
utang-utang dan wasiat pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu. 
Pengeluaraan untuk menyelesaikan utang-utang dan wasiat tersebut 
harus disisihkan dulu dari harta peninggalan sebelum dibagikan 
kepada ahli waris yang berhak. Hak daan kewajiban ahli waris timbul 
setelah pewaris meninggal dunia, hak dan kewajiban tersebut 
didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat 
wasiat yang diatur didalam Undang-Undang Perdata, Agama dan 
Hukum Adat. Akan tetapi, legataris bukanlah ahli waris walaupun dia 
berhak atas harta peninggalan pewaris karena bagiannya terbatas 
pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.11 
 
Ahli Waris Pengganti 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara ahli 
waris asli (uit eigen hoofde) dan ahli waris pengganti (bij plaatsvervulling). 
                                                             
11Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, 
Alumni, Bandung. hlm.47  
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Ahli waris asli adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasar pada 
keedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya, sebagai anak 
pewaris, isteri/suami pewaris. Sedangkan ahli waris pengganti adalah ahli 
waris yang menggantikan orang yang berhak mewarisi karena yang 
bersangkutan meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris. Misalnya, 
ayah meninggal lebih dulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang 
meninggal itu muncul menggantikan kedudukan ayah mereka sebagai ahli 
waris kakek.12 
Penggantian ini terjadi dalam garis ke bawah dan dapat terjadi 
tanpa batas. Setiap ahli waris yang meninggal dunia lebih dulu digantikan 
oleh anak-anaknya. Jika lebih dari satu anak sebagai pengganti, 
pergantian tersebut di hitung sebagai satu cabang (bij staken). Artinya, 
semua anak yang menggantikan itu memperoleh bagian yang sama dari 
bagian yang digantikan itu. Penggantian dapat juga terjadi pada keluarga 
dalam garis kesamping. Setiap saudara pewaris, baik saudara kandung 
maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dulu, digantikan oleh anak-
anaknya. Penggantian ini juga dapat terjadi tanpa batas. Setiap 
penggantian dihitung sebagai satu cabang. Menurut ketentuan Pasal 841 
KUH Perdata bahwa penggantian adalah hak yang diberikan kepada 
seorang untuk menggantikan seorang ahli waris yang telah meninggal 
lebih dulu daripada pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti dalam 
derajat dan dalam hak orang yang digantikannya. Penggantian ini menurut 
                                                             
12Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm.148 
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Pasal 842 KUH Perdata hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah tanpa 
batas, sedangkan Pasal 843 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam 
garis lurus ke atas tidak terdapat penggantian. Dalam hal ada 
penggantian, maka menurut Pasal 846 KUH Perdata pembagian 
dilakukan pancang demi pancang. 
Menurut H.A Sukris Sarmadi bahwa Ahli waris pengganti yaitu 
mewarisi berdasarkan pergantian, yaitu pewarisan dimana ahli waris 
mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang 
telah meninggal dunia lebih dahulu.13  
Konsep waris pengganti diatur dalam Pasal 841-848 KUH Perdata, 
sebagai berikut : 
a. Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti. 
Pasal 841 KUH Perdata menjelaskan bahwa penggantian memberikan 
hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti 
dalam derajat dan dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Ini 
merupakan pergantian yang bersifat total dimana ahli waris yang 
menggantikan memiliki hak yang sama dengan orang yang diganti 
seperti yang tertulis “segala hak orang yang digantikan”. 
b. Sistematika pergantian untuk garis lurus ke bawah bersifat terus 
menerus, baik meninggal lebih dulu atau kemudian. 
                                                             
13H.A. Sukris Sarmadi, Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris 
Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 
2012. hlm.160   
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Pasal 842 KUH Perdata menerangkan bahwa penggantian yang terjadi 
dalam garis luruh ke bawah yang saah berlangsung terus tanpa akhir.  
Penggantian seperti itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak 
dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan 
keturunan-keturunan dari anak yang meninggal lebih dahulu, maupun 
bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan 
yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. 
Tidak ada pembatasan dalam hal garis lurus ke bawah sekalipun 
sampai ke cicitnya berdasar garis lurus pergantian. Bahkan memiliki 
kedudukan samaa dalam hal ia berada pada golongan pertama yang 
berakibat golongan kedua tidak dapat memperoleh hak warisan karena 
adanya pergantian. 
c. Sistematika pergantian garis ke samping. 
Pasal 844 KUH Perdata menerangkan bahwa dalam garis ke samping, 
pergantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan 
saudara laki-laki dan saudara perempuan orang yang meninggal, baik 
jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman 
atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya 
semua saudara orang yang meninggal harus dibagi di antara semua 
keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam 
deraajat yang tidak sama. Hal ini menegaskan bahwa tidak 
dimungkinkannya adanya penghalang bagi ahli waris pengganti untuk 
memperoleh warisan karena ada saudara terddekat dengan orang yang 
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meninggal dunia. Sebab kedudukan mereka dianggap sama dalam satu 
kelompok derajatnya. Pasal 845 KUH Perdata memperjelas bahwa 
penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke 
samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah 
dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan 
saudara laki-laki atau saudara perempuan daari mereka yang tersebut 
pertama. 
d. Pergantian tidak berlaku pada keluarga sedarah dalam garis ke atas 
maupun terhadaap orang yang masih hidup. 
Pasal 843 KUH Perdata menerangkan bahwa tidak ada pergantian 
terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas. Keluarga sedarah 
terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua 
keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh. kemudian Pasal 847 
menjelaskaan bahwa tidak seorangpun boleh bertindak menggantikan 
oraang yang masih hidup. 
e. Sistematika pergantian adalah pancang demi pancang dan kepala demi 
kepala. 
Pasal 846 KUH Perdata bahwa dalam segala hal, bila penggantian 
diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang, bila 
suatu pancang mempunyai  berbagai cabang, maka pembagian lebih 
lanjut dalam tiap-tiap cabaang dilakukan pancang demi pancang pula, 
sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagiaan 
dilakukan kepala demi kepala. 
 
Tinjauan Yuridis Atas Ahli Waris…..  Muhammad Amin Hamid 
 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 4 NOMOR 2, JULI 2014 182 
 
f. Seseorang dapat mewakili menerima harta. 
Pasal 848 KUH Perdata menerangkan bahwa anak tidak memperoleh 
hak dari orang tuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat 
mewakili orang yang tidak mau menerima harta peninggalannya.  
Ahli waris dibagi dalam empat golongan keutamaan dimaksud, 
adalah :14  
a. Kelompok keutamaan pertama (Pasal 852 KUH Perdata) : 
1) Anak-anak si pewaris, baik laki-laki ataupun perempuan; 
2) Cucu pewaris atau anak turunan anak-anak sebagai pengganti 
ayahnya yang meninggal mendahului kakeknya (pewaris); 
3) Suami atau isteri pewaris. 
b. Kelompok keutamaan kedua (Pasal 854-856 KUH Perdata) 
1) Ibu dan bapak; 
2) Saudara-saudara kandung. 
c. Kelompok keutamaan ketiga (Pasal 853, Pasal 859 KUH Perdata) 
1) Kakek dan nenek dari ayah dan dari ibu; 
2) Ayah / ibunya kakek dan nenek (buyut). 
d. Kelompok keutamaan keempat. 
Saudara / saudari se kakek atau se buyut; Saudara / saudari se nenek 
atau se buyut. 
Sistem kewarisan secara Perdata dikenal dengan sistim pembagian 
satu banding satu. Setiap derajat yang sama memperoleh bagian yang 
                                                             
14Efendi Perangin,  Hukum Waris, Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.65  
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sama pula secara berbagi sama. Untuk itu sistem ini mengelaborasikan 
sistim derajat suatu kelompok, yaitu kelompok pertama hingga kelompok 
ke empat, maka kelompok keutamaan pertama akan dapat menyisihkan 
kelompok keutamaan kedua dan seterusnya dan kelompok keutamaan 
kedua akan menyisihkan kelompok keutamaan selanjutnya.  
 
Sistem Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris KUH Perdata 
Ahli Waris berdasarkan pergantian atau dalam Bahasa Belanda 
disebut plaatsvervulling yang berarti pergantian tempat, yang dalaam 
hukum waris berarti pergantian ahli waris. Lembaga penggantian tempat 
ahli waris bertujuan untuk member perlindungan hukum kepada keturunan 
yang sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada 
pewaris dengan cara menyerahkan hak ahli waris tersebut kepada 
keturunannya yang sah. mewarisi secara tidak langsung atau mewaris 
karena pergantian pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris 
yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris, seperti terlihat pada contoh 
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Skema 1.1 
  A 
      
 
        
        B                           C    
   
 
                 D                   E 
Keterangan  : 
A    =  Pewaris  
B,C =  Anak A 
D,E = Anak C yang merupakan cucu A yang selanjutnya menjadi ahli 
waris tidak langsung (ahli waris pengganti C) 
Bagian masing-masing dari ahli waris tersebut diatas adalah : 
B  = Anak dari A mendapatkan waris 1/2 
D  = Anak C yang merupakan cucu A mendapatkan waris 1/2 + 1/2 = 1/4  
E  = Anak C yang merupakan cucu A mendapatkan waris 1/2 + 1/2 = 1/4  
Pasal 840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa 
anak-anak darri seseorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi 
waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka 
tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan. 
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penentuan ini berlaku pula apabila anak-anak itu secara penggantian ahli 
waris menjadi ahli waris dengan alasan bahwa seorang anak tidak layak 
dirugikan oleh karena perbuatan salah dari orang tuanya.15   
Syarat-syarat untuk terpenuhinya ahli waris pengganti harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
1) Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat sebagai ahli waris. 
ia harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. 
2) Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal. orang tidak 
dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup. apabila dalam 
deretan orang-orang yang dalam suatu peristiwa tertentu berada 
antara pewaris dengan orang yang mungkin berhak dengan 
penggantian ada seseorang yang masih hidup pada waktu harta 
peninggalan terbuka, tetapi seseorang bersangkutan telah 
dikesampingkan dari harta peninggalan tersebut, kewenangan ia 
dicabut hak warisnya, atau tidak pantas untuk mewarisi atau ia telah 
menolak warisan, maka dalam hal ini tidak adalah penggantian tanpa 
memperdulikan tempat orang yang dikesampingkan itu berada dalam 
deretan. ini berarti bahwa antara pewaris dengan orang yang 
menggantikan tidak boleh ada yang masih hidup. 
3) Orang yang menggantikan tempat orang lain haruslah keturunan sah 
dari orang yang tempatnya digantikan. anak luar kawin diakui tidak 
                                                             
15Op.cit, hlm.90  
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dapat bertindak sebagai pengganti. hukum tidak mengenal 
penggantian dalam garis ke atas. 
contoh skema : 
Skema 1.2 
D    
                                                                   F                                                 
         
        E   
                             B                                C 
   
                                                A 
Keterangan     : 
A   =  Pewaris 
C   =  Ibu 
B   =  Ayah 
E   = Saudara B, Paman A 
D   = Kakek A dari garis Ayah 
F   = Anak luar kawin 
 
Bagian dari masing-masing ahli waris adalah  : B dan D meninggal 
terlebih dahulu dari A, E tidak dapat menggantikan B untuk mewarisi harta 
A sebab tiada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis 
menyimpang ke atas. keluarga yang terdekat dalam kedua garis, 
menyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 843 KUH Perdata, jika A selaku 
pewaris kemudian meninggal maka harta tersebut jatuh pada C seorang 
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saja. F tidak dapat menjadi ahli waris pengganti terhadap harta pewaris 
karena F merupakan anak luar kawin dari C. 
Apabila seorang meninggal dunia dan ia meninggalkan sanak 
keluarga sedarah yang terdekat, yaitu seorang kakek dan orang tua dari 
isteri kakek yang sudah meninggal lebih dulu, maka kakek ini mewarisi 
seluruh harta peninggalan pergantian dalam garis ke atas akan berarti 
kakek akan menerima setengah, orang tua dari nenek akan menerima 
yang ssetengahnya lagi. Menurut KUH Perdata, dikenal 3 (tiga) macam 
penggantian tempat atau ahli waris pengganti, yaitu : 
1) Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian 
seseorang oleh keturunannya dengan tidak ada batasnya, selama 
keturunannya itu tidak dinyatakan tidak berhak atau menolak 
menerima warisan (Pasal 842 KUH Perdata). dalam segala hal, 
pergantian seperti diatas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal 
bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama 
satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda 
derajatnya. 
2) Pengantian dalam garis kesamping, di mana tiap-tiap saudara yang 
meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal 
dunia lebih dulu digantikan oleh anak-anaknya. juga pergantian ini 
dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, Jo Pasal 856, Jo Pasal 
857). 
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3) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek 
dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta 
peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah 
ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh 
keturunannya sampaai derajat keenam (Pasal 861 KUH Perdata). 
dalam hal menerima warisan dari pewaris golongan I dapaat menutup 
golongan II, golongan II dapat menutup golongan III, dan golongan III 
dapat pula menutup golongan IV, maksudnya ahli waris golongan yang 
lebih dekat mengenyampingkan ahli waris golongan yang lebih jauh. 
Pada prinsipnya bahwa ahli waris pengganti dalam pengertiannya 
adalah seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris sebenarnya 
yang lebih dulu meninggal dunia dari pewaris yang seharusnya 
memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu 
merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan 
pewaris serta yang menggantikan ada pada saat pewaris meninggal 




  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam 
bab pendahuluan, sehingga kesimpulan bahwa Sistem Ahli Waris 
Pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi apabila 
seorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris sehingga 
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anak dari ahli waris yang meninggal berhak untuk menggantikan 
kedudukan dari ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya 
dalam artian ia menerima hak mewarisi bila orang yang menghubungkan 
kepada pewaris yang sudah tidak ada. ahli waris pengganti dengan orang 
yang digantikan harus mempunyai hubungan pertalian darah yang sah 
juga kepada pewarisnya. bagian yang akan diterima ahli waris pengganti 
sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris yang 
menggantikannya, bagian ahli waris pengganti laki-laki sama dengan 
bagian yang diperoleh ahli waris pengganti perempuan dan dalam hal 
pergantian menurut Hukum Perdata hanya penggantian ahli waris dalam 
garis lurus kebawah dan garis menyimpang.  
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